


Kenaikan skor yang dibarengi dengan catatan penting karena diujung
tahun 2019telah  terjadi pelemahan fondasi dan pilar penting

pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:  
KPK dan WARGA YANG KRITIS. 



Fokus I:  Peningkatan lima skor penyumbang Skor CPI 
Indonesia yang masih di bawah skor rerata global (43) atau
skor rerata ASEAN (46).
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World Justice Project – Rule of Law Index

Varieties of Democracy Project

World Economic Forum EOS

CPI Indonesia 2019
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IMD World Competitiveness Yearbook 48 38

Bertelsmann Foundation Transform Index 37 37

Economist Intelligence Unit Country Ratings 37 37

Global Insight Country Risk Ratings 47 47

PERC Asia Risk Guide 35 33
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DISTRIBUSI KURSI DI DPR:
Partai Pendukung Pemerintah   : 74%
Partai di Luar Pemerintah : 26%
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Quoted from : Faisal Basri



Sumber foto : Dok.KPK

Revisi UU KPK akan menghambat
pertumbuhan skor CPI ke depan:

- Tanda melemahnya komitmen pemerintah dalam
pemberantasan korupsi.

- Tanda adanya hambatan sistematis terhadap
upaya mengadili koruptor (impunitas)

- Tanda melemahnya komitmen pembenahan
sistem penegakan hukum à kepastian hukum
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ASEAN CPI 2019

85 Singapore

CountryCPI 2019Rank CPI 2018

85

Brunei Darussalam

Malaysia

Timor Leste

Indonesia

Thailand

Myanmar

Laos

Cambodia

Vietnam

63

47

38

36

36

33

35

29

29

20

60

53

40

34

36

37

38

29

29

20

4

35

51

85

113

101

96

93

130

130

162

Philippines



CEK TETANGGA SEBELAH

Pelajaran dari Malaysia : 
Faktor Mahathir yang  menujukkan komitmen yang kuat dalam memberantas
Korupsi, yaitu : Memulihkan kewibawaan MACC dan mengadili Najib yang terlibat
dalam skandal korupsi politik 1MDB.



APA YANG HARUS DILAKUKAN KE DEPAN?

• Memutus rantai impunitas :
– Revisi UU No. 19/2019 ttg KPK à kembalikan indpendensi

dan akuntabilitas KPK.
– Reformasi di lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, 

Pengadilan, Lapas)
– Modernisasi UU Tipikor dengan adopsi prinsip di UNCAC

• Efektifkan pelaksanaan Perpres 54/2018 Stranas
Pencegahan Korupsi: 
– Benahi sistem pengadaan barang/jasa, penganggaran.
– perijinan usaha dan tata-niaga
– Reformasi birokrasi.
– Penguatan sistem pencegahan korupsi sektor swasta.
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